BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR    19  TAHUN 2007

TENTANG

KETENTUAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah secara berdaa guna dan berhasil guna perlu adanya ketentuan tentang pemegang kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua);

b. bahwa saat ini pemegang kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Ketentuan Pemegang Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul;


	Mengingat   :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan/ Pengadaan Kendaraan Perorangan/Dinas;

10. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;

14. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;



	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan  :
	PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL




Pasal 1

Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang berhak memakai/memegang/menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan Perorangan Dinas :

1. Bupati;

2. Wakil Bupati;

b. Kendaraan Dinas Operasional :

1. Ketua DPRD;

2. Wakil Ketua DPRD;

3. Alat kelengkapan DPRD;

4. Pejabat Eselon II;
5. Pejabat Eselon III;

6. Pejabat Eselon IV;

c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan :

1. Pejabat fungsional yang bersifat operasional di lapangan dan pelayanan masyarakat seperti PPL, PLKB dan Pustakawan keliling;

2. Koordinator UPTSA;

3. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas operasional/lapangan;

4. Pool;

Pasal 2

Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 mempunyai  tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. menjaga dan merawat kendaraan dinas beserta administrasinya sesuai dengan ketentuan yang ada dan agar dapat digunakan untuk kepentingan dinas secara berdaya guna dan berhasil guna;

b. menyerahkan kendaraan dinas apabila sewaktu-waktu ditarik/diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul;

c. menyerahkan kembali kendaraan dinas kepada dinas/instansinya apabila pejabat Negara/pegawai negeri sipil tersebut menjalani alih tugas/mutasi/pensiun.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka akan ditindaklanjuti dengan penataan pemegang/pengguna kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) sesuai dengan Pasal 1 dan penetapan alokasinya dan khususnya untuk kendaraan pool akan diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal  20 Maret 2007
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor     :     20       Tahun 2007

Tanggal   :     20  Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

NIP. 490017585

